
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BAzuTO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2a19

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang,"'l*Xi".tmJ;:*t;*3:T#';',i:."Sffi 
'r,il.tXil"1'ffi

meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban

pembiayaan pJ"V"""" 
-tt"**ft*t" 

akibat penyakit .T*3
pemerintah X"L,rir"l"r Barito Selatan melakukan fasifitasi,

koordinasi,p**"rrt",,t"danevaluasipelaksanaanGerake'n
ita"-y*"f."t Hidup Sehat di Kabupaten Barito Selatan;

b.bahwauntukmemberikanlandasan:hulSmdalampelaksanaan
GerakanMasyarakatHidupSehatdiKabupatenBaritoSelatan
diperlukanpengaturanmengenaiGerakanMasyarakatHidup
Sehat;

c. bahwa untuk rnenindaklaajuti Iotn:ksi Pre-siden Nomor 1 Tahun

z}fi tentang Gerakan Masyarakat |+idup Sehat'-..y.*'g

tenyebutkan 
-erp"ti menerapun qan 3".1"k":"akan 

kebijakan

y"d mendulcuag-Gerakan Maryarakat Hidup Sehat di Daerah;

d. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

hurufa,hurufbdanhurufc,perlumenetapkanPeraturan
Bupati tentang Gerakan l\ltasyarakat Hidup Sehat;

Mengingat'' 
Ul*ffi3_$l3Xl3 Yffi"?',mf l:';?r.::"%?i'i:m
eerpanJang.n F"*bentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

{l,embarari N.#. Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9)

seUagai Undant - Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1gS9 Nimor 72,-Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia L82A\;

2.Undang-UndangNomor2'Tahun2oo4tentangSistem
perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

n"prtfi[ Ind.onesia Tahun 2AO4 Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21\;
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3. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aag Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o63);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g rahun 2ols tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun zol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o7s Nomor 5g, Tambahan l,embaran N.grrr.
Republik Indonesia Nomor 56T9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2olg tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Jnd.onesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6lT8);

7. Peraturan Presiden Nomor T2 Tahun 2ot2 tentang sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2oo5 dan Nomor
113s/MENKES/P'B lvtrrl2oos tentanl penyelenggaraan
KabupatenlKota Sehat; . ,,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o rahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 2C,z6) sebagaimana teiah diubrh
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12o rahun 201g
tentang Per,ubahan Atas Per:aturan MEnteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2o15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik'Indonesia Tahun ZArc Nomor lST);

1o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2oL6 tentang
pedoman penyelenggaraan program indonesia sehat dengan
pendekatan keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1233);

ll.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7a751;

12. Peratrrran Menteri Ddam Negeri Nomor 1oo rahun 2or\
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15 O);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun
2oL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKATHIDUP SEHAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ratryat Daerah menurut asasotonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1u";;;"dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam undang-UndLng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun7945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5' Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.6'Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati a""-o.*"" pervgakilan

Rakyat Daeratr dalam penyelenggr.arn Urusan pemerintrh"r, yang menjadikewenangan Daerah.
7' Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yacg selanjutnya disebut GERMAS adalahsuatu tindakan yang sistematis, tereniana ylng"dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangs*, aeoga; k ;;;;, kemauan dankemampuan berperilaku sehat .rntut Leningtltf."" f.r"ril"" friarp.
8. Tim Pembina !9s.am Gerakan Masyaraki=t Hid"p i;"t ,"rr* seranjutnyadisingkat TP GERMAS adalah Fasilitator, Perenc"n., p*t.t'*ana, pengendali

dan Penggerak pada nrasing-masing tingkat 'p.*"rintahan 
untuk

terlaksananya Kegiatan GERMAS I ---

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk :

a. meningkatkan pengetahrlan, kesadaran, 'kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang seirat dengan
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dengan terwujudnya
derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup
sehat; dan

b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 3

Sasaran GERMAS Kabupaten adalah masyarakat di wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. kewenangan;
b. kelembagaan;
c. penyelenggaraan;



-4-

d. peran serta masyarakat;
e. pelaporan;
f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi/monitoring; dan
g. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan GERMAS, Bupati melimpahkan kewenangan
Penyelenggaraan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan
Madrasah dan mendorong Madrasah sebagai kawasan tanpa rokok dan
Madrasah Ramah Anak; dan

4. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah; dan
5. penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi Madrasah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban
melaksanakan GERMAS yang meliputi i

a. Dinas Kesehatan Kabupaten untuk :

1. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan
pembinaan wilayah dalam penerapan \ayas.a1tanpl rokok;

2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu
ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan

3. meningkatkan pelaksanaan deteksi.dini'pe-nyakit pada instansi pemerintah
dan swasta.

b. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten untuk:
1. meningkatkan kampanye gemar berolahrage-;
2 . memfasilitasi penyeienggarakan olahraga rm'asyarakat;

3 . meningkatkan penyediaan fasilitas Olahraga M asyarakat; d1n
4. mendorong untuk rnenyelenggarakan, "hari bebas kendaraan bermotor

(Car Free DaU\.

c. Dinas Pendidikan Kabupaten untuk :

1. meningkatkan usaha kesehatan .sekolah, mendorong sekolah untuk
menerapkan kawasan tanpa rokok dan sekolah ramah anak;

2. meningkatkan kegiatan akti{is fisik/olahraga pada satuan pendidikan baik
formal <ian non formal serta kegiatan ekstrakurikuler; dan

3. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk :

1. melaksanakan bimbingan kesekratan pranikah untuk mendorong perilaku
hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin;

2.
3.
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e' Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten untuk :1' meningkatkan proCuksi buah, sa3rrur dan tanaman obat dalam negeri;
2' mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayurdan tanaman obat;
3' melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asai tubuhyang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
4' mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;S'meningkatkan dan memperluas pelaksanaan g"r.kr.r memasyarakatkan

makan ikan kepada masyarakat;
6' mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan serta produk olahannya;

dan
7. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

f. Dinas Perumahan, Kawasan perrnukiman dan pertanahan
1. memfasilitasi pemeliharaan sarana aktifitas fisik pada

dan sarana fasiiitas umum kawasan tertentu;
2. mend.orong penyediaan dan pemeliharaan kawasan

publik yang memadai; dan
3. Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.

1. melakukan diseminasi Informasi layanan masyarakat terkait pola hidup

g. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten:
1. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman

dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu;
2' mendorong- dan memfasilitasi pembukaan ruang terbuka hrjau publik yang

memadai; dan
3. memfasilitasi penyediaan air bersih daa':sanitasi dasar pada fasilitas umnm

dan kawasan pemukiman. 1- ----.

i:

h. Dinas Perhubungan Kabupaten untuk :

1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan
nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan

2. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk
penyediaan parkir dan m,enumpang {pank' ani ndQ untut< meningkatkan
aktivitas fisik masyarakat.

i. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten untuk:

Kabupaten untuk :

kawasan pemukiman

mang terbuka hijau

bersih dan sehat;
2. melakukan kerjasama

pengawasan terhadap
GERMAS; dan

dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk
ikatanltayangan yang tidak mendukung

3. mendorong media penyiaran dan media massa
memasyarakatkan GERMAS.

lainnya untuk

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk :

1. mengendalikan pencemaran air dan udara;
2. mendorong penghapusan penggunakan bahan bekas tambang dan bahan

berbahaya di lokasi pertarnbangarr yang terdampak pada kesehatan;
3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank

Sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
4- mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam

menjaga kualitas lingkungan;
5. mendorong terbentuknya hutan kota;
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6. mendorong tersedianya ruang terbuka 
-hij 

au;

7. menggal"kk"t program penghijauan; Can

8. mendorong t<eplautia, *"*y""kat untuk menanam pohon'

j. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten untuk :

1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk

tembakau, minuman beralkohol dro bahan berbahaya yang sering

disalahgunakan dalam Pangan ;

2. meningkatkan promosi *rf,r.rru"r, dan minuman sehat termasuk sayur dan

buah Produksi dalam negeri;
3. meningkatkan pengawasart bahan baku, bahan subsitusi dan proses

produksi di bidang industri;
4. meningkatkan krialitas dan desain produksi pangan yang sehat un+"uk

di konsumsi; dan 
^.{on ^o-c;ernh, dustri kecil d-an

5. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra rn
menengah.

o""##Bi'i**
Pasal 7

(1) Keiembagaan GERMAS di Kabupaten sebagai berikut :

a. TP GERMAS KabuPaten; dan ' :

b.TPGERMASeerangkatDaerah,.......'.

(2) Hubungan kerja antara TP,,GERMAS Kabupaten- {an TP GERMAS Perangkat

D aerah bersifat" kcnsultatif, koordinatif 'dan hirarkis.

(3) Masa bhakti TP GERMAS Kabupaten selama5 Tahun'

(4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator'.TP GERMAS Kabupaten'

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan ,GERMAS dibentuk Sekretariat TP GERMAS

Kabupaten bertempat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan GERMAS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. peningkatan edukasi prilaku hidup bersih dan sehat;
b. peningkatan aktivitas fisik;
c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dengan cara cek

kesehatan secara rutin;
d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
e. peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
f. peningkatan kebiasaan mengkonsumsi buah dan sa5rur.
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{21 Uratan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

(1) TP GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
a mempunyai tugas menyelenggarakan GERMAS di Kabupaten dan dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan TP GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
+^*A:-:LLI Ull r .

a. penanggung jawab;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris;
e. wakil sekretaris;
f. koordinator; dan
g. anggota;

Pasal 10

TP GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal I bertanggung
jar,r,,ab terhadap p.l"k"rnaan kegiatan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 8
ayat (1).

Pasal 1I ,'

(1) TP GERMAS Perangkat Daerah scbqgairnana dimaksud dalam Pasatr 7
ayat (1) huruf b dibentuk dale4 rangka menyelenggarakan kewajiban
Perangkat Daerah sesuai dengan trrgas.dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

(2) TP GERMAS Perangkat Daerah sebagainlana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing tiap
tahun anggaran.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Untuk rnengoptimalkan kegiatan GERMAS diperlukan peran serta
yang meliputi :

a. monitoring perubahan perilaku GERMAS;
b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui GERMAS;
c. berperan dalarn menJrusun kebijakan terkait GERMAS.

masyarake.t

dan
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(1)

{2)

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

TP GERMAS Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS

di lingkunganya kepada TP GERMas rabupaten melalui Dinas Kesehatan

selaku tempat sekretariat TP GERMAS Kabupaten, selanjutnya TP GERMAS

Kabupaten merekapitulasi laporan tersebut'

TP GERMAS Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS

di Kabupaten dan rekapitulasi laporan TF GERMAS Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati'

(3) Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS Kabupaten kepada

Gubernur.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 d"isampaikan 1 (satu) kali dalam

1 $atu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan'

(1)

(2\

BAB.VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DJN EVALUASI / MONITORING

Pasal 15 I

Bupati melalui Sekretaris Daerah dan {enfla Perangkat Daerah terkait
meiakukan pembinaan d an pengawqgln, terhadap penyelenggaraan GERMAS'

Dalam rangka penyelenggaraan pernbinaan dan p.engawasan kegiatan
GERMAS uEb*gr.1*ana dimaksud pada ayat { l} dilakukan evaluasi I
monitoring paling sedikit 2 {dua) kali dalam setahun.

Daiam rangka pembinaan dan penga\Iirasan sebagaimana dimaksud pada ayat

t1) dan ayat (2) dapat dibentrrk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3)

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan GERMAS dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundaflgkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini dengan penempat".tryt dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 .fr1i 2Ol9

BUPATI BARITO SELATAN,

4N\
EDDYffififfii

Diundangkan di Buntok :

pada tanggal 12 Jdti 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH ' ''.:'-.

BERTTA DAERAH KABUpATEN BARfTS.$E!$ff${fAHUN 2A19 NOMOR 15


